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Abstrak
 

Pendaftaran Fidusia adalah tahapan penting dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia. Sistem pendaftaran

diciptakan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum

kepada para pihak terutama pihak Penerima Fidusia dan juga pihak ketiga lainnya. Proses pendaftaran

Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia sendiri atau bisa juga oleh kuasanya. Dalam praktik,

pendaftaran banyak dilakukan oleh Notaris karena Akta Jaminan Fidusia wajib dibuat dalam Akta Notaris.

Salah satu risiko yang terbesar dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia adalah terjadinya Fidusia ganda,

dimana untuk 1 (satu) obyek dibebankan oleh lebih dari 1 (satu) Jaminan Fidusia di waktu yang bersamaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif,

yaitu penelitian yang dilakukan atas bahan pustaka atau yang disebut juga penelitian terhadap data sekunder

serta ditunjang dengan wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan narasumber terkait.

Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL tanggal 21 Juli 2014, di mana

dalam kasus tersebut terjadi Fidusia ganda atas aset PT BKPL di mana pendaftaran Fidusia atas aset tersebut

dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai penyebab terjadinya Fidusia

ganda tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban dari Notaris yang melakukan pendaftaran.

Dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya Jaminan Fidusia ganda atas aset

milik PT BKPL adalah itikad buruk dari PT BKPL memberikan jaminan atas aset yang telah dijaminkan

sebelumnya kepada SP LLC. Penyebab lainnya adalah terdapat kelalaian SP LLC dan/atau kuasanya juga

untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Buku Daftar Fidusia. Selain itu, sistem pengelolaan

data Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang belum efektif juga meningkatkan risiko terjadinya

Fidusia ganda.

Terkait dengan Notaris yang melakukan pendaftaran dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawaban atas

terjadinya Jaminan Fidusia ganda ini karena Notaris telah melakukan tugasnya dengan baik terbukti dengan

telah terbitnya sertipikat fidusia. Untuk mencegah kasus yang sama terulang kembali, sudah saatnya bagi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyelenggarakan sistem

pencatatan dan pendaftaran Fidusia yang lebih efektif, lebih mudah diakses dan dipercaya.

......Fiduciary registration is a very important step in Fiduciary encumbrance process. The registration

system was created by Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary with a purpose to give legal assurance

to all stakeholders, especially for Fiduciary receiver and other third parties. The registration process of

Fiduciary can be conducted by the Fiduciary receiver itself or its attorney. In practices, most of registration

processes were conducted by Notary because the Deed of Fiduciary was compulsory to be made in Notarial

Deed. One of the highest risks in the Fiduciary encumbrance process is double encumbrance of Fiduciary,
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whereby in the same period there was more than 1 (one) Fiduciary encumbrance that exist over 1 (one) same

object.

The methodology of research being used in this research was normative methodology, which is research on

reference materials or it can be called also as research on secondary data, supported with in-depth interview

with related sources.

The case analysis were conducted on Verdict No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL dated 21 July 2014,

whereby in that case, there was a case of double encumbrance over assets of PT BKPL and the registration

process of the Fiduciary were conducted by Notary. The purpose of this research is to identify the causes of

such double encumbrance of Fiduciary and to identify the responsibility of the Notary who conducted the

registration.

From the case study, it can be concluded that the double encumbrance of Fiduciary of PT BKPL asset was

occurred mainly due to badfaith of PT BKPL itself who given the asset that has been guaranteed to other

party to SP LLC. The other cause was the neglectfulness of SP LLC and/or its attorney to examine the

Fiduciary Registration Book before the encumbrance process. Moreover, the ineffectiveness of data

management system of Fiduciary registry at Fiduciary Registration Office also contributes in raising the risk

of double encumbrance of Fiduciary.

The Notary who filed the registration in this case cannot be accounted for the occurrence of the double

encumbrance of Fiduciary because the Notary has concluded all his duty and it was proven by the issuance

of the Fiduciary Certificate. To prevent the occurrence of the same case in the future, it is the time for the

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to manage the new registration system that

more effective, accessible and reliable.


